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aga Pembinaan Khusus Anak Klas |

Petugas lapas atay sipir yang melanggar akan memperoleh sanksi berupa

sanksi pidana dan sanksi administratif yang didapatnya. Perlu dipahami bahwa

sanksi administrasi diberikan pada perbuatan pelaggarannya, akan tetapi sanksi

pidana yaitu diberikan untuk sj pelanggar. Selain itu ada berapa Pasal di dalam

KUHP yang dapat mengakomodir perbuatan pungutan liar adalah sebagai
berikut:

o

1.Pasal 368 KUHP -

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan
ey kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu

i . barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau

supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam,
- karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan

egeri yang dengan maksud menguntungkan diri
n secara melawan hukum, dengan menyal
Sy memaksa orang lain untuk menyerahkan
u pembayaran, melakukan pemotongan t

-melakukan suatu pekerjaan untuk
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a. Hukuman disiplin ringan
¢. Hukuman disiplin berat

(2) Jenis hukuman disiplin ri . .
(1) huruf a terdiri da’::" ringan sebagaimana dimaksud pada ayal
a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis, dan
¢. Pernyataan tidak puas secara tertulis

: (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat

;. (1) huruf b terdiri dari:

a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun

d. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan

e. Penundaan pangkat setingkat lebihrendah selama 1 (satu)
tahun.

(4) Jenis hukuan disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (N
huruf ¢ terdiri dari:
a. Penurunan pangkat setingkat lebi

tahun .
f Pemindahan dalam rangka penuruan jabatan setingkat lebih

h rendah selama 3 (tiga)

rendah
bebasan dari jabatan .
:: l;;:berhcnnan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

PNS, dan
i Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
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